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PENDAHULUAN 
Angkutan memegang peranan penting 
dalam pembangunan misalnya peningkatan 
pendapatan nasional, dan menciptakan serta 
memelihara tingkat kesempatan kerja bagi 
masyarakat. Sejalan dengan itu, peran penting 
lainnya yaitu dapat mempertinggi integritas 
bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan 
keamanan nasional. 
Peranan penting sektor angkutan tersebut 
dapat terwujud secara optimal dengan duku-
ngan berbagai aspek yang terkait dengan 
penyelenggaraan angkutan, dimana salah satu 
aspek yang strategis adalah terkait dengan 
pengaturan (hukum) dalam penyelenggaraan 
angkutan. Penyelenggaraan angkutan melibat-
kan berbagai pihak baik itu pihak pemerintah, 
pihak swasta maupun pihak masyarakat, di-
mana masing-masing pihak memiliki aturan-
nya Pengaturan tentang kewajiban dan hak-
hak (misalnya untuk perusahaan angkutan 
umum dan penumpang), tidak terlepas dari 
konteks untuk memberikan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penumpang sebagai 
salah satu pihak dalam suatu angkutan (ang-
kutan penumpang). Seperti halnya, yang diatur 
dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
Dalam penyelenggaraan angkutan jalan 
masih dapat dipilah menjadi beberapa macam, 
seperti angkutan orang (penumpang)–ang-
kutan barang, angkutan (bus) umum–angkutan 
pribadi, angkutan dalam trayek yang menggu-
nakan bus–Antar Kota Dalam Propinsi 
(AKDP), Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) 
dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu, 
agar uraian dan kajian dalam tulisan ini dapat 
lebih terfokus lagi, maka pembahasan selan-
jutnya akan lebih dikhususkan pada angkutan 
penumpang yang diselenggarakan oleh Peru-
sahaan Angkutan (Bus) Umum (selanjutnya 
disebut: penumpang bus umum). 
Angkutan penumpang bus umum yang 
diselenggarakan Perusahaan Angkutan (Bus) 
Umum, di atur dalam lingkup UU No. 22 
Tahun 2009. Tujuan pengaturan lalu lintas dan 
angkutan jalan dalam UU tersebut dapat 
dilihat dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahum 2009 
yang pada pokoknya agar terwujudnya pela-
yanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu 
dengan moda angkutan lain untuk mendorong 
perekonomian nasional, memajukan kesejah-
teraan umum, memperkukuh persatuan dan 
kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung 
tinggi martabat bangsa. 
Penyelenggaraan angkutan penumpang bus 
umum yang aman, selamat, dan tertib, juga 
merupakan bagian penting dan menjadi salah 
satu tujuan utama dalam suatu penyelengga-
raan angkutan. Untuk memenuhi tujuan utama 
tersebut, maka setiap penyelenggaraan angku-
tan penumpang bus umum wajib memenuhi 
standar pelayanan minimal yang meliputi: a. 
Keamanan; b. Keselamatan; c. Kenyamanan; 
d. Keterjangkauan; e. Kesetaraan; dan f. 
Keteraturan, seperti yang ditentukan dalam 
Pasal 141 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. 
Kenyataan dalam praktek, pemenuhan ber-
bagai aspek standar pelayanan minimal terse-
but (seperti yang ditentukan dalam UULLAJ 
No. 22 Tahun 2009), khususnya berkaitan 
dengan keselamatan penumpang (bus umum) 
belum dapat terlaksana seperti yang diharap-
kan. Jumlah kecelakaan lalu lintas  masih 
sangat tinggi. Kecelakaan tersebut telah 
mengakibatkan timbulnya korban dan keru-
gian materiil yang sangat besar, termasuk di 
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antaranya penumpang bus umum. Kondisi di 
lapangan tesebut menimbulkan pertanyaan 
terhadap perlindungan hukum terhadap pe-
numpang bus umum. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; 
(2) perbuatan atau hal dan sebagainya mem-
perlindungi1. Dari kedua defenisi tersebut 
secara kebahasaan terdapat makna kemiripan 
unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu: 
1. Unsur tindakan melindungi. 
2. Unsur adanya pihak-pihak yang 
melindungi. 
3. Unsur cara melindungi.2 
Berdasarkan unsur-unsur di atas, kata per-
lindungan mengandung makna sebagai suatu 
tindakan perlindungan atau tindakan melin-
dungi dari pihak-pihak  tertentu yang dituju-
kan untuk pihak tertentu dengan menggunakan 
cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbang-
sa dan bernegara perlindungan terhadap warga 
negara dapat dilakukan melalui berbagai ben-
tuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, 
politik dan perlindungan hukum. 
Bentuk-bentuk perlindungan terhadap war-
ga negara tersebut yang terpenting adalah 
perlindungan yang diberikan oleh hukum, 
sebab hukum dapat mengakomodir berbagai 
kepentingan, selain itu hukum memiliki daya 
paksa sehingga bersifat permanen karena 
sifatnya yang konstitusional yang diakui dan 
ditaati keberlakuannya dalam kehidupan ber-
masyarakat. 
Perlindungan hukum dapat diartikan perlin-
dungan oleh hukum atau perlindungan dengan 
menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada 
beberapa cara perlindungan secara hukum, 
antara lain sebagai berikut: 
1.  Membuat peraturan (by giving regulation), 
yang bertujuan untuk: 
a. Memberikan hak dan kewajiban;  
b. Menjamin hak-hak para subjek ukum 
2.  Menegakkan peraturan (by the law 
enforcement) melalui: 
                                                             
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa 
Indonesia” Edisi Kedua, cet ke:1. Balai Pustaka, 
Jakarta, 1991. h. 595. 
2 Ibid. 
a. Hukum administrasi Negara yang ber-
fungsi untuk mencegah (preventif) ter-
jadinya pelanggaran hak-hak warga 
negara, dengan perijinan dan penga-
wasan; 
b. Hukum pidana yang berfungsi untuk 
menanggulangi (repressive) setiap pela-
nggaran terhadap peraturan perundang-
undangan, dengan cara mengenakan 
sanksi hukum berupa sanksi pidana dan 
hukuman; 
c. Hukum perdata yang berfungsi untuk 
memulihkan hak (curative, recovery), 
dengan membayar kompensasi atau 
ganti kerugian. 3 
Berdasarkan penjelasan di atas, perlin-
dungan hukum bagi para penumpang dapat 
dilakukan dengan cara membuat peraturan 
yang diperlukan, dalam hal ini berbagai pera-
turan perundang-undangan dimaksud telah ada 
di antaranya UU No. 22 Tahun 2009. Selain 
itu, peraturan perundang-undangan yang telah 
dibuat tersebut harus ditegakkan (by the law 
enforcement), baik secara bersifat preventif, 
repressive, maupun curative. 
 
Perlindungan Hukum Secara Preventif  
Terhadap Penumpang Bus Umum. 
Dalam pasal 2 UULLAJ No. 22 Tahun 
2009 dimuat asas-asas dalam penyelenggaraan 
lalu lintas dan angkutan jalan yakni : lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan 
dengan memperhatikan: 
a. Asas transparan: yaitu keterbukaan dalam 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan kepada masyarakat luas dalam mem-
peroleh informasi yang benar, jelas, dan 
jujur sehingga masyarakat mempunyai 
kesempatan berpartisipasi bagi pengem-
bangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
b. Asas akuntabel: yaitu penyelenggaraan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
c. Asas berkelanjutan; yaitu penjaminan kua-
litas fungsi lingkungan melalui pengaturan 
                                                             
3 Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Hukum Perlindungan Konsumen”, Penerbit Universitas 
Lampung, Bandar Lampung, 2007. h. 31. 
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persyaratan teknis laik kendaraan dan 
rencana umum pembangunan serta pe-
ngembangan Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; 
d. Asas partisipatif: yaitu pengaturan peran 
serta masyarakat dalam proses penyusunan 
kebijakan, pengawasan terhadap pelaksana-
an kebijakan, penanganan kecelakaan, dan 
pelaporan atas peristiwa yang terkait de-
ngan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
e. Asas bermanfaat: yaitu semua kegiatan 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang dapat memberikan nilai tambah 
sebesar-besarnya dalam rangka mewujud-
kan kesejahteraan masyarakat; 
f. Asas efisien dan efektif: yaitu pelayanan 
dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap 
pembina pada jenjang pemerintahan secara 
berdaya guna dan berhasil guna; 
g. Asas seimbang: yaitu penyelenggaraan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus 
dilaksanakan atas dasar keseimbangan anta-
ra sarana dan prasarana serta pemenuhan 
hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan 
penyelenggara; 
h. Asas terpadu: yaitu penyelenggaraan pela-
yanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
dilakukan dengan mengutamakan kesera-
sian dan kesalingbergantungan kewenangan 
dan tanggung jawab antar instansi pembina; 
i. Asas mandiri: yaitu upaya penyelenggaraan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui 
pengem-bangan dan pemberdayaan sumber 
daya nasional. 4 
Dalam Pasal 3 UULLAJ No. 22 Tahun 
2009 diatur mengenai tujuan dari Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan yakni : 
a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, 
lancar, dan terpadu dengan moda angkutan 
lain untuk mendorong perekonomian nasio-
nal, memajukan kesejahteraan umum, 
memperkukuh persatuan dan kesatuan 
bangsa, serta mampu menjunjung tinggi 
martabat bangsa; 
                                                             
4 Lihat: UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, Pasal 2 dan Bagian Penjelasannya. 
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan bu-
daya bangsa; dan 
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepas-
tian hukum bagi masyarakat. 
Penyelenggara angkutan penumpang bus 
wajib mematuhi dan melaksanakan berbagai 
persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU 
No. 22 Tahun 2009, yang keseluruhannya 
bersumber pada asas dan tujuan lalu lintas dan 
angkutan jalan tersebut di atas. Hal tersebut 
merupakan suatu bentuk/wujud upaya membe-
rikan perlindungan bagi penumpang, agar 
terjamin kenyamanan, keamanan dan kese-
lamatannya, ada suatu mekanisme social 
control yang diberlakukan.5 
Ada berbagai persyaratan keten-tuan yang 
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyele-
nggara angkutan penumpang bus umum, 
UULLAJ No. 22 Tahun 2009 juga memuat 
ketentuan yang berfungsi untuk mencegah 
(preventif), agar tidak terjadi pelanggaran 
terhadap berbagai persyaratan ketentuan yang 
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyele-
nggara angkutan penumpang bus umum. 
Berbagai ketentuan yang berfungsi untuk 
mencegah tersebut, dituangkan dalam berbagai 
pasal UULLAJ No. 22 Tahun 2009 yang 
antara lain memuat ketentuan tentang Persya-
ratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan 
Bermotor, Surat Ijin Mengemudi, Waktu Kerja 
Pengemudi Kendaraan Umum, Jalan, Peme-
riksaan Kendaraan Bemotor Di Jalan. 
 
Perlindungan Hukum Secara Represif  
Terhadap Penumpang Bus Umum. 
Berdasarkan UULLAJ No. 22 Tahun 2009, 
perlindungan hukum secara represif diwujud-
kan dalam bentuk memberikan berbagai beban 
kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan 
diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-
kewajiban tersebut dilanggar atau tidak di-
penuhi, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa 
sanksi administratif maupun sanksi pidana. 
Beberapa sanksi administratif yang dapat 
dikenakan, yaitu mengenai: 
                                                             
5 Sabian Utsman, “Dasar – Dasar Sosiologi Hukum: 
Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat”, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. h. 156. 
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1. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan 
bermotor (antara lain mobil penumpang 
umum) yang wajib dipenuhi melalui meka-
nisme pengujian berkala, apabila dilanggar, 
berdasarkan UULLAJ No. 22 Tahun 2009 
Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi adminis-
tratif: Peringatan tertulis; Pembayaran 
denda; Pembekuan izin; dan/atau Penca-
butan izin. 
2. Perusahaan angkutan umum wajib mema-
tuhi dan memberlakukan ketentu-an tentang 
waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian 
pengemudi kendaraan umum. Apabila 
kewajiban tersebut ti-dak dipenuhi maka 
berdasarkan UULLAJ No. 22 Tahun 2009 
Pasal 92 ayat (2) dikenai sanksi adminis-
tratif: a. Peringatan tertulis; b. Pemberian 
denda administratif; c. Pembekuan izin; 
dan/ atau d. Pencabutan izin. 
Selain sanksi secara administratif, terhadap 
berbagai tindakan yang melanggar kewajiban 
di bidang lalu lintas dan angkut-an jalan juga 
diancam sanksi pidana. Sanksi pidana ini 
mempertegas upaya pemberian perlindungan 
hukum secara represif. 
Beberapa sanksi pidana dalam UULLAJ 
No. 22 Tahun 2009, di antaranya dapat dilihat 
pada uraian tabel berikut: 
 
 
 
Perlindungan Hukum Secara Kuratif 
Terhadap Penumpang Bus Umum. 
Perlindungan hukum secara kuratif  terha-
dap keselamatan penumpang bus umum, da-
lam arti terjaminnya hak-hak penumpang apa-
bila keselamatannya tercederai (mengalami 
kerugian) karena suatu kecelakaan di jalan. 
Pemenuhan hak penumpang dimaksud dapat 
berupa pemberian santunan dan/atau ganti 
rugi. 
Meskipun sudah ada perlindungan hukum 
secara preventif maupun represif, berbagai 
peristiwa kecelakaan dalam penyelenggaraan 
angkutan tetap terjadi. Dalam hal tersebut, 
secara yuridis formal penumpang yang mende-
rita kerugian dimungkinkan untuk mendapat-
kan beberapa perlindungan hukum secara 
kuratif, baik menurut UU No. 33 Tahun 1964 
maupun UU No. 22 Tahun 2009. 
 
1. UU No. 33 Tahun 1964 tentang 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan 
Penumpang. 
Pertanggungan wajib kecelakaan penum-
pang ini masuk dalam jenis asuransi wajib, 
seperti pendapat yang dikemukakan oleh 
Emmy Pangaribuan Simanjuntak: …karena 
ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada 
pihak lain dalam mengadakan pertanggungan 
itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah 
pihak pemerintah, tetapi tidak selalu dimo-
nopoli pemerintah.6 
Ditinjau dari sudut pandang tujuan perta-
nggungan ini yaitu untuk melindungi masya-
rakat, maka sebenarnyalah bahwa perta-
nggungan yang diatur dalam UU No. 33 
Tahun 1964 dapat disebut pertang-gungan 
sosial.7 Konsep pertang-gungan sosial (asuran-
si wajib) berdasarkan UU tersebut tidak 
terlepas dari persoalan tanggung jawab negara 
(pemerintah) dalam mengupayakan kesejah-
teraan sosial. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
37/PMK.010/ 2008 tentang Iuran Wajib, setiap 
penumpang yang mengguna-kan alat angkutan 
penumpang umum di darat, sungai danau, 
ferry / penyeberangan, laut, dan udara untuk 
setiap kali perjalanan diwajibkan membayar 
iuran wajib. Bagi penumpang yang menjadi 
korban akibat kecelakaan selama berada di 
                                                             
6 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, “Pertanggungan 
Wajib / Sosial – Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 
1964”, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 
1980. h. 3 
7 Ibid.. h. 6. 
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dalam alat angkutan penumpang umum di 
darat, sungai / danau, ferry / penyeberangan 
dan di laut atau ahli warisnya berhak mempe-
roleh santunan, dengan jumlah maksimal 
tertentu. 
 
2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
Menurut Pasal 237 Ayat (1) juncto Pasal 
239 UU No. 22 Tahun 2009 ditentukan bahwa 
pengangkut diwajibkan mengikuti program 
asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung 
jawabnya terhadap korban kecelakaan, yang 
akan dibentuk oleh Pemerintah. Jika dicermati 
lebih mendalam, sebenarnya ada beberapa 
permasalahan yang terkait dengan program 
asuransi ini, yaitu: 
a. Pertama, perusahaan asuransi kecelakaan 
ini belum dibentuk oleh Pemerintah seperti 
yang diperintahkan melalui Pasal 239 UU 
No. 22 Tahun 2009. 
b. Kedua, asuransi kecelakaan ini merupakan 
wujud tanggung jawab pengangkut terha-
dap korban kecelakaan lalu lintas (dhi. 
penumpang bus umum). Sementara itu ber-
dasarkan Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 
Tahun 2009, dalam menentukan apakah 
pengangkut wajib bertanggung jawab terha-
dap korban kecelakaan, diterapkan prinsip 
tanggung jawab berdasarkan kesalahan 
(liability based on fault principle). 
Sebenarnya teori tanggung jawab berdasar-
kan kesalahan tidak memberikan perlin-
dungan yang maksimal terhadap konsumen, 
karena konsumen mengalami dua kesulitan 
dalam pengajuan jawaban kepada pelaku 
usaha,8 yaitu: 
1) Keharusan adanya hubungan kontrak; 
dan 
2) Argumentasi pelaku usaha bahwa keru-
gian konsumen diakibatkan oleh kerusa-
kan barang yang tidak diketahui atau 
tidak dapat diduga, sehingga unsur kesa-
lahan tidak terbukti.9 
                                                             
8 Inosentius Samsul, “Perlindungan Konsumen: 
Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak”, 
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta, 2004. h. 55. 
9.Ibid. h. 144. 
Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab 
hukum, dalam kepustakaan perundang-
undangan di bidang transportasi dikenal 
prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (no 
fault liability principle), yang menurut Bin 
Cheng dibedakan menjadi strict liability 
principle dan absolute liability principle. 10 
Menurut Bin Cheng bahwa pada strict 
liability terdapat hubungan kausalitas anta-
ra orang yang bertanggung jawab dengan 
kerugian, dan hal-hal yang biasanya dapat 
membebaskan tanggung jawab (usual 
defences) tetap diakui kecuali yang menga-
rah pada pernyataan tidak bersalah (absen-
ce of fault) karena kesalahan tidak lagi 
diperlukan. Sedangkan dalam absolute 
liability tidak dipersyaratkan adanya hubu-
ngan kausalitas antara orang yang berta-
nggung jawab dengan kerugian dan usual 
defences tidak berlaku, kecuali dinyatakan 
secara tegas dan khusus dalam suatu pera-
turan perundang-undangan. 
Di bidang angkutan pada umumnya, 
penumpang terkendala pada kesulitannya 
untuk membuktikan adanya kelalaian 
(kesalahan) pengangkut. Mengingat secara 
phisik seorang penumpang yang berada 
dalam alat angkut (bus umum), tidaklah 
mudah mengetahui dan memahami keselu-
ruhan rentetan kejadian yang menimpa bus 
yang ditumpanginya, terutama pada saat 
terjadinya kecelakaan. Selain itu, status 
sebagai penumpang sangat berbeda dengan 
pengangkut yang merupakan operator alat 
angkutan (bus umum). Penumpang sebagai 
konsumen tidak mengetahui duty of care 
yang seharusnya lebih diketahui dengan 
baik oleh pengangkut (sebagai pelaku 
usaha).11 Apabila pihak pengangkut me-
nggunakan argumentasi bahwa kerugian 
penumpang diakibatkan oleh suatu peristi-
wa yang tidak dapat dicegah atau dihindari, 
maka pihak penumpang akan kesulitan 
untuk mematahkan argumentasi pengang-
kut tersebut. 
                                                             
10 E. Saefullah Wiradipradja, “Tanggung Jawab 
Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara 
Internasional dan Nasional”, Liberty, Yogyakarta, 
1989. h. 37. 
11 Inosentius Samsul, Op.cit. hlm. 55. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dalam 
mewujudkan dan mengamankan contrac-
tual rights yang dimiliki penumpang, seti-
daknya perlu dipertimbangkan untuk mem-
berlakukan prinsip tanggung jawab tanpa 
kesalahan no fault liability principle (baik 
dalam konteks absolute liability ataupun 
strict liability). Menurut prinsip ini terja-
dinya kerugian penumpang dianggap seba-
gai kelalaian pihak pengangkut, sehingga 
unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan 
di pengadilan. Penumpang hanya perlu 
membuktikan adanya product defect (kece-
lakaan angkutan) tersebut, adanya faktor 
kerugian pada dirinya, dan hubungan di 
antara keduanya.12 Penerapan no fault 
liability principle (baik dalam konteks 
absolute liability ataupun strict liability) 
dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan 
dan alasan yang tepat, berdasarkan peni-
laian yang tidak sepihak, serta memini-
malisir timbulnya ketidakadilan dalam 
penerapannya. Beberapa pertimbangan 
yang dapat dikemukakan dalam penerapan 
prinsip tanggung jawab ini, yaitu: 
1) Pada saat peristiwa kecelakaan, instru-
men yang menyebabkan kerugian berada 
dalam kontrol yang eksklusif dari pihak 
pelaku (pengangkut).13  
                                                             
12 David Oughton et al, 1997, Textbook on Consumer 
Law, Hailsham and Scaynes Hill, Sussex. hlm. 135. 
Salah satu yurisprudensi yang fenomenal yang 
menyebabkan tidak berlakunya asas privity of contract 
adalah kasus Donoghue (or McAlister) v Stevenson, 
[1932] All ER Rep 1; [1932] AC 562; House of Lords. 
Dalam kasus ini, Donoghue menemukan siput dalam 
minuman yang dituangkan dari botol minuman yang 
diproduksi oleh Stevenson. Hal ini menyebabkan 
Donoghue mengalami shock dan harus dirawat karena 
menderita gastro-entritis. Walaupun antara Donoghue 
dan Stevenson tidak ada hubungan kontraktual, namun 
Stevenson tetap harus bertanggung jawab atas kerugian 
yang diderita oleh Donoghue berdasarkan asas strict 
liability. Hal ini berarti bahwa unsur kesalahan 
Stevenson tidak perlu dibuktikan dalam pengadilan, 
karena prinsip kehati-hatian (duty of care) harus 
dilakukan olehnya sebagai produsen. Hukum Inggris 
membatasi keberlakuan asas strict liability pada 
kerugian kematian atau cedera atau sakit jasmani serta 
kerugian properti milik konsumen di atas 275 
poundsterling. 
13 David Oughton et al, op.cit.,  hlm. 103. 
2) Pengangkut sebagai pihak pelaku memi-
liki hak kontrol yang eksklusif terhadap 
alat angkutan, maka berdasarkan kon-
sepsi keadilan korektif dimana hubungan 
antara satu orang dengan orang lainnya 
merupakan keseimbangan (equality) 
antara apa yang diberikan dengan apa 
yang diterimanya,14 pelaku sepatutnya 
memiliki kewajiban yang sebanding de-
ngan hak yang dimilikinya tersebut. 
Duty of care pengangkut diukur dari 
keselamatan penumpang untuk sampai 
di tempat tujuan yang telah ditentukan. 
3) Adanya kemampuan yang lebih besar 
(superior ability) dari pelaku usaha 
untuk mendistribusikan resiko kerugian 
sebagai suatu biaya untuk melakukan 
bisnis.15 
4) Penerapan prinsip no fault liability  (da-
lam arti absolute liability) dapat dikait-
kan dengan sistem plafond (sebagai 
batas minimal wujud tanggung jawab 
pengangkut), dengan melibatkan lemba-
ga asuransi. Sedangkan untuk penerapan 
prinsip strict liability, sebaiknya tidak 
disertai dengan adanya sistem plafond, 
karena hal ini akan membatasi hak kor-
ban untuk memperoleh ganti kerugian 
atas seluruh kerugian yang dideritanya 
serta akan menurunkan tingkat kehati-
hatian para pengusaha. Berdasarkan 
prinsip strict liability penumpang dapat 
melakukan jawaban ganti rugi melalui 
lembaga peradilan, agar memperoleh 
ganti kerugian atas seluruh kerugian 
yang dideritanya. pada sisi lain, pelaku 
usaha (pengangkut) yang memiliki supe-
rior ability dapat mendistribusikan resi-
konya sebagai bagian biaya dalam mela-
kukan bisnis. 
5) Pihak pelaku lebih banyak mengetahui 
seluk-beluk kejadiannya (Pengangkut 
                                                             
14 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum – 
Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2002., hlm. 109. 
15 Edmon Makarim, “Tanggung Jawab Penyelenggara 
Terhadap Tata Kelola yang Baik Dalam 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic 
Governance)”,  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
Depok, 2009. hlm. 246. 
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sebagai pihak pelaku memiliki hak 
kontrol yang eksklusif), tetapi belum 
tentu mau menjelaskan apa yang sebe-
narnya terjadi. Pada sisi lain, pihak 
korban memang tidak mengetahui keja-
diannya karena tidak memiliki akses 
yang cukup kepada kejadian tersebut. 
Apabila diterapkan prinsip fault liability, 
maka hal ini akan menimbulkan ketidak-
adilan dalam pembuktian di penga-
dilan.16 
6) Jumlah kecelakaan lalu lintas yang 
banyak sehingga mengganggu kepenti-
ngan masyarakat, seperti pendapat 
Muladi dan Dwidja Priyatno yang 
menyatakan bahwa: 
Pemberlakuan konsep ini, bukan atas 
dasar kesalahan subyektif, tetapi atas 
dasar kepentingan masyarakat yang 
bertujuan untuk menjaga keseimbangan 
kepentingan sosial, sehingga dapat ter-
cipta harmonisasi nilai-nilai sosial buda-
ya bangsa Indonesia yang lebih mengu-
tamakan keselarasan, keserasian, dan 
keseimbangan antara kehidupan masya-
rakat dan individu”.17 
Banyaknya jumlah kecelakaan, tampak-
nya tidak diimbangi dengan peningkatan 
profesionalitas dari aparat yang berkom-
peten melakukan pembinaan. Hal mana 
dapat disimpulkan dari pernyataan peja-
bat di lingkungan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat.18 Pejabat tersebut 
                                                             
16 Munir Fuady,  Op.cit., hlm. 103. 
17 Muladi et al, 2010, Pertanggungjawaban Pidana 
Korporasi, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 121. 
18 Pusat Komunikasi Publik Direktorat Perhubungan 
Darat, Suroyo: Kalau Manajemen Salah, Tidak Usah 
Diminta Akan Saya Cabut, http://www.dephub.go.id/ 
read/berita/Direktorat-Jenderal-Perhubungan-
Darat/9600#, diakses tanggal 23 Maret 2013. Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 
tidak akan melakukan pencabutan izin usaha PO 
Sumber Kencono. Apalagi PO Sumber Kencono 
termasuk perusahaan yang di kelola secara profesional. 
Jika kesalahan ada pada pengemudi PO Sumber 
Kencono yang ugal-ugalan apakah pantas jika izin 
usahanya yang dicabut. ‘’Tapi kalau kesalahan itu pada 
manajemen, tidak usah diminta, pasti akan saya cabut 
izin usahanya,’’ tegas Suroyo. 
berpendapat seakan-akan tidak ada 
hubungan pertanggung-jawaban antara 
perusahaan angkutan umum (PO Sumber 
Kencono) dengan pengemudinya. 
Pendapat tersebut tidak sesuai dengan 
ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1367 
KUH Perdata, dimana dinyatakan bahwa 
seorang bertanggung jawab atas akibat-
akibat perbuatan melawan hukum atau 
kelalaian-kelalaian pegawai atau buruh 
bawahannya. 
Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan 
absolute liability principle terkait dengan 
program asuransi kecelakaan lalu lintas dan 
angkutan jalan merupakan suatu hal yang 
tidak boleh ditawar-tawar. Essensi program 
asuransi tersebut sebagai suatu asuransi wajib/ 
sosial dan asuransi tanggung jawab (liability 
insurance), akan kehilangan makna dan tuju-
annya apabila diberlakukan fault liability 
principle. Penerapan fault liability principle 
akan menimbulkan permasalahan dalam kai-
tannya dengan pembayaran uang asuransi, dan 
tidak sesuai dengan essensi program asuransi 
tersebut sebagai suatu asuransi wajib / sosial 
dan asuransi tanggung jawab (liability insu-
rance). 
Pada sisi lain, penerapan prinsip tanggung 
jawab mutlak (dalam arti strict liability 
principle) tidak akan dapat berjalan dengan 
baik tanpa adanya lembaga peradilan yang 
sesuai untuk itu. Penerapan prinsip ini untuk 
memenuhi hak korban dalam memperoleh 
ganti kerugian atas seluruh kerugian yang 
dideritanya,19 dan agar tidak terjadi penurunan 
tingkat kehati-hatian para pengusaha angkutan 
(pengangkut). 
Lembaga peradilan (sebagai structure of 
legal system dari suatu sistem hukum / the 
legal system), 20 merupakan bagian yang tidak 
boleh ditinggalkan dalam penegakkan hukum. 
Tuntutan untuk suatu pembayaran ganti rugi 
                                                             
19 M. Ramdan Andri G. W., “Masalah Ganti Kerugian 
Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata: 
“Beberapa Analisis Atas Teori Pertanggungjawaban 
(Liability theories), Asuransi, dan Dana Ganti 
Kerugian”, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun V No 
1/1999. hlm. 3. 
20 Lawrence M. Friedman,  “American Law”, W.W. 
Norton and Company, New York, 1984. hlm. 5-6. 
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dari pihak penumpang, tidak selalu berjalan 
harmonis dengan sikap pengangkut yang 
mungkin saja menolak tuntutan tersebut.  
Perbedaan pendapat ini tidak jarang menjurus 
pada pertentangan atau konflik kepentingan 
antara para pihak (conflict of human interest). 
Suatu proses peradilan yang cepat (Speedy 
administration of justice) selalu didambakan 
oleh setiap pencari keadilan. Pada umumnya 
setiap pencari keadilan menginginkan penye-
lesaian perkara yang cepat dan tuntas. Sudah-
lah wajar kalau para pencari keadilan meng-
hendaki penyelesaian perkara yang cepat, 
selain ingin lekas tahu mengenai kepastian 
(hukum) hak-haknya dalam suatu perkara, 
pemeriksaan yang bertele-tele atau tertunda-
tunda berarti mengeluarkan banyak biaya dan 
waktu. Tidak mengherankan ada ungkapan 
yang berbunyi: justice delayed is justice 
denied. 
Harapan para pencari keadilan yang mengi-
nginkan penyelesaian perkara dengan cepat 
dan tuntas, tidak selalu dapat terpenuhi. Dalam 
sebuah perkara (Putusan Mahkamah Agung 
No. 630 K / Pdt / 2001), yang berawal dari 
peristiwa kecelakaan pada hari Kamis, tanggal 
28 Januari 1999, baru diputus oleh lembaga 
peradilan (Mahkamah Agung) pada hari 
Kamis tanggal 4 Januari 2007, yang memakan 
waktu lebih kurang 8 (delapan) tahun.21 
Demikian juga dalam (perkara) putusan Mah-
kamah Agung No. 703 K/Pdt /2005 yang 
diputus pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008, 
yang berawal dari peristiwa kecelakaan pada 
hari Jum'at tangga l4 Juni 2002.22 
Proses penanganan perkara yang lama, 
masih diikuti dengan pertimbangan dan 
putusan  hakim dalam memutus perkara terkait 
yang selalu berdasarkan adanya suatu perbu-
atan melawan hukum, yang menerapkan 
tanggung jawab berdasarkan kesalahan. 
Penerapan prinsip tanggung jawab berdasar-
kan kesalahan karena melakukan perbuatan 
melawan hukum dalam putusan Mahkamah 
Agung di atas, sangat memberatkan pihak 
penumpang sebagai korban kecelakaan lalu 
lintas. 
                                                             
21 http://www.putusan.mahkamahagung.go.id  
22 Ibid. 
Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak 
(dalam arti strict liability principle) dalam 
upaya untuk memenuhi hak korban dalam 
memperoleh ganti kerugian atas seluruh keru-
gian yang dideritanya, memang sebaiknya 
tidak melalui lembaga peradilan yang ada 
selama ini. Mengingat para hakim yang sudah 
terbiasa memutus dalam perkara terkait yang 
selalu berdasarkan pada prinsip tanggung 
jawab berdasarkan kesalahan, tidak akan 
terkendala dalam menerapkan prinsip 
tanggung jawab mutlak (dalam arti strict 
liability principle). Menurut pendapat Yusuf 
Shofie: 
… bahwa pengadilan di Indonesia tidak 
terbiasa dengan strict liability. Selama ini 
wacana yang berkembang adalah strict 
liability dalam perlindungan konsumen. 
Jadi kalau pelaku usaha mau diperta-
nggungjawabkan, pakai prinsip strict 
liability. Saya ingin mengkaji lebih jauh 
lagi. Apakah strict liability dipakai dalam 
praktik? Ternyata tidak.23 
Pendapat tersebut di atas perlu untuk di-
cermati dan disikapi secara tepat. Dalam prak-
teknya, esensi pendapat tersebut menjadi 
sangat strategis apabila dihubungkan dengan 
praktek gugatan strict liability yang sering 
bercampur dengan gugatan perbuatan mela-
wan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).24 
Berdasarkan penjelasan di atas, masalah 
perlindungan hukum bagi para penumpang 
(dalam upaya  pemenuhan kekurangan pemba-
yaran jumlah kerugian yang diderita penum-
pang secara nyata) tidak cukup hanya dengan 
menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak 
(dalam arti strict liability principle). Diperlu-
kan sebuah badan peradilan yang khusus 
menangani gugatan penumpang, agar perlin-
dungan hukum yang diberikan bagi para 
penumpang dapat terpenuhi secara optimal. 
Dalam kondisi ini, tidaklah berlebihan apabila 
                                                             
23 Yusuf Shofie, “Pengadilan Indonesia Belum Terbiasa 
dengan Strict Liability”, http://www.hukumonline.com/ 
berita. Senin, 09 Augustus 2010  
24 http://www.hukumonline.com/berita, “Gugatan Strict 
Liability Masih Rancu di Indonesia”. 26 Maret 2011. 
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ada gagasan untuk membentuk suatu badan 
peradilan yang bersifat khusus, yang khusus 
menangani perkara gugatan ganti rugi pihak 
penumpang terhadap pengangkut. 
 
PENUTUP 
Untuk mengoptimalkan perlindungan hu-
kum bagi para penumpang bus umum, dapat 
dilakukan dengan merevisi UU No 22 Tahun 
2009 yang semula memberlakukan fault liabi-
lity principle menjadi no fault liability prin-
ciple (baik dalam konteks absolute liability 
ataupun strict liability) sebagaimana uraian 
terdahulu. Selain itu, patut untuk dipertim-
bangkan pembentukan sebuah lembaga pera-
dilan yang khusus menangani perkara gugatan 
ganti rugi pihak penumpang terhadap 
pengangkut.  
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